
BUPATI MALAIG
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

Mengingat

PERATURAI{ BUPATI MALAI{G
NOMOF /b' TAHI'N 2()15

TENTANG

PENGELOLAAN KEUA.IIGAT{ DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA}IA ESA

BUPATI MALANG,

bahwa untuk melaksaral.€n ketentuan da]am Pasal 43

Peraturan Nlenteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2O14

tentang Pengelolaar 'leuangan Desa, med<a perlu mengatur
Pengelolaan Iieuanga! Desa dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undarig Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotaprqja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabal.a dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besal dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Ja{,a Tengah. Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yog'akeirra (l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan l€mbaran Nega-ra Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negam ),ang Bersih dsn Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
lndonesia 'lahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomo, 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lembaran Negala Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 7, 'lamba.L€Ln Lembara,n Negara Republik lndonesia
Nomor 5+95);

6r*i69Brb&sbG



1

4. Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahar
Kedua Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang
Pemerintahar. Daerah (l€mbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambalan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679)i

5, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelalsanaan Undang-Undalg Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa urmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan l€mbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Angga-ran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan l-€mbara-n Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

diubah dengan Peratura-n Pemerintah Nomor 22

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 88, Tambahan kmbaral Negara Republik

Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Nega-ra

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dala:rr Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepa.la Desa (Berita Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik lndonesia 'i'ahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembanguaan Desa (Berita Negara

Republik Indoneaia Tahun 2014 Nomor 2094);
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1 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan T.ansmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedomarr

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyarvarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159j;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembalgunan Daerah Tertinggal,
da:r Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingar Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 i'lomor i60);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmiglasi NoFor 4 Tahun 2015 tentang Pendirial,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan

Usaha Milik Desa {Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 161);

14. Peraturan Menten Desa, Pembalgunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan

Prioritas Penggun,.e.n Dana Desa Talun 2015 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);

MEMUTUSXAN:

Menetapkan PTRATURAN BUPATI TENTANG

XEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PENGELOLAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeri.tah Daerah ada.lah Pemerintah Kabupaten

Malang;

2. Bupati adalal Bupati Malang.

3. Desa adalah rCalah kesatuan masyarakat hukum yalg
memiliki batas $.ilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyaralat,
hak asal usul, dar.,/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Malatg.
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4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibaltu perangkat

desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Pemerinuhan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Kabupaten Malang.

6. Badan Permusyailaratan Desa yarg selanjutnya disingkat
BPD ada.lah lembaga yang melaksarakan fungsi
pemerintahan yarg anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secaj.r demokratis.

7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa

yarg dapat dinilai Cengan uang serta segala sesuatu
berupa uarg dal barang yang berhubungart dengan
pelaksanaan hal< dan kewajiban Desa.

8. Pengelolaan la luanga! Desa adaiah keseluruhal kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKPDesa adalah Penjabaran dari Rencana PeEbangunan

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.

10. AnBgaran Pendapatan dan Belanja Desa ya.Irg selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuarrgan tahunan
Pemerintahar Desa.

11.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nega-ra yang diperuntukkan bagi

Desa 1,ang difansfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belarja Daerah Kabupaten Malartg dan digunal<an untuk
membia-\.ai penyelenggeraan pemerintalan, pelalsanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD

adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten

Malang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Malang eeteLah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

13. Kelompok transfer adalal dana yang bersumber dari
Anggaran P:ndapatan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Prodnsi dan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malang.



14. Pemegalg Kekuasaal Pengelolaan Keuangal Desa adalah
Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan desa.

15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuargan Desa yang
selanjutnla disingkat PTPKD adalah unsur perangkat
desa 1alg membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

16. Sekretaiis Desa adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

17. Kepa.la Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan
dengan bidargnya.

18. Bendahara adalal unsur staf Selaetariat Desa yang
membidangi urusan adminisbasi keuanga! untuk
menatau sahak-m keUa-ngan desa.

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahar. Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan diguna-kar untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

20. Penerimaan Drsa adalah uang yang berasal dari eeluruh
pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui
rekening kas desa.

21. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkal dari
APB Desa melalui rekening kas desa.

22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan desa de,rgan belanja desa.

23. Defisit ,\nggar an De:a adalah selisih kurang antara
pedapatan desa dengan belenja desa.

24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan

dan pengeluaran anggaran selama satu p€riode alggaran.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkar oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepal<ati bersama BPD.

Pagsl 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas
transpa! an, aruntabei, pa-rtisipatif serta dila-kukan dengan
tertib dan disiplin angga.ran.

BAB II
ASAS PENGELOI,AAN KEUANGAN DESA
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(2) Pengeloiaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikelola dalarn masa 1 {satu) tahun anggaran
yalcni mulai tangal 1 Januari sampai dengan t nggal
31 Desember.

BAB II}
XEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah pemegaJrg kekuasaal pengelolaan
keuangan desa dan meu,akili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

{2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunl ai kervenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaar. desa;

d. menyetujui pengcluaran atas kegiatan yang ditetapkan
dalarn AP3 Desa; lan

e. melal<ukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APB Desa.

(3) Kepala Desa rirlam melaksanakal pengelolaan keuangan
desa dibantu oleh PrPKD.

Pasal 4

(1) PrPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

berasal dad unsur Perangkat Desa yang terdiri atas:
a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Seksi; dan
c. Bendahara.

(2) PIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

(1) Sekretalis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat {1) huruf a bertindak selaku koordinator pela.Lsana
teknis pengelolaan keuangan desa.

(2) Sekretaris Desa sebagaimala dimaksud pada ayat (1)

mempun) ai tugas sebagai berikut:
a. menyusun dan melaksanakal kebljalal pengelolaa-n

APB Desa;
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Pasal b

(1) Kepaia Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 4
ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksala kegiatan
sesuai dengart bidangnya.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana prelaksalaan kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga

kemasyarakatan desa yalg telah ditetapka! di da-lam
APB Desa;

c. melakukan tindalan pengeluaran yang menyebabkan
atas beban anggaran belanja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatar;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

kepada ke pala desa, darl
f, menf iapkan dokumen a.nggaran atas beban

pengeiuaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
(2) Bendahara seba8aimana dimaksud pada ayat (1)

mempun_vai tugas menerima, menyimpan, menyetorkar/
membal'ar, menatausalukan, dan mempertanggundawabkan
penerimaan pendap.tan desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

BAB IV
APB Desa

Pasal 8

d6nrgll-Ei!-g&,F'bq

b. men\,usurr rancangan Peraturar Desa tentang
APB Desa, Perubahan APB Desa dan
Penanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;

c. melakukar pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiaran yang telah ditetapkan dalam APB Desa;

d. menyusun pelaporar darl pertanggundawaban
pelal(sanaan APB Desa; dall

e. melakukan venfikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran APB Desa.

(1) APB Desa rerdiri atas:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembia)'aan Desa.
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(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diklasifrkasikan menurut kelompok dan jenis.
(3) Belanja Desa sebaEcimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dildasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan
jenis.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasi{ikasikan menurut kelompok dan jenis.

Baglan Kesatu
PeDdapatan Deaa

Pasal 9

(1) Pendapatan Desa set agaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1| huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalarD 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh
desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 8
ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa;
b. Transler; darr
c. Pendapatan Lainlain.

(3) Kelompok Pendapatar Asli Desa sebagaimara dimaksud
pada ayat (21 huruf a, terdiri atas jenis:
a. Hasil Usaha;
b. Hasil Aset:
c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Ro5,eng d6l
d. la.in-lain Pendapatan Asli Desa.

(4) Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
antara lain hasil B".lan Usaha Milik Desa, Tanah Kas
Desa.

(5) Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat
pemandian umum, jaringal irigasi.

(6) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong sebagaima-na
dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun
dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta
masyarakat berups tenaga dan barang yang dinilai dengan
uang.

(7) Lain-lain Pendaparan Asli Desa sebagaimana dimaksud
pada alat (3) h'lruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

(1) Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) hLrruf b. terdiri arasjenis:
a. Dana Desa;
b. Bagian dari Hasil Pajak Daeral dan Retdbusi Daerah;
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C. ADD;
d. Bartuan Keuargan dari Anggaran Pendapatal dan

Belanja Daerah Provinsi; dan
e. Bantuan l(eLlangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Malang.
(2) Bartuan Keuangai dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Protinsi dan Anggaran Pendapatar dan
Belanja Daerah Kabupaten Malang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat
umum dan kliusus.

(3) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi
tidak diterapkan dalam ketentuan penggu4aan paling
sedikrt 709'0 {tujuh puluh perseratus) dan paling banyak
30o/o (tiga puluh perseratus).

(4) Kelompok Pendapa+.an lainJain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) ruruf c, terdiri atas jenis:
a. Hibah dan Sumbangan dari P*Iak Ketiga yang Tidak

Mengikat; dan
b. l,ain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pa6al 11

(1) Hibah dalr Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak
Mengikat sebagaimala dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)

huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
(2) Lain-lain Pendapatan Desa yang Salt sebagaimana

dimaksud dalam Pasal t0 ayat (4) huruf b, antara lain
pendapatan sebagai hasil kerlasama dengan pihak ketiga
dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian hedua
BelanJa Deaa

iJasal 12

(1) Belanja Desa sebagaimana diraksud dalam Pasal 8
ayat (l) huruf b, meliputi semua pengeluaral dari
rekening desa yai-,g merupakan kewajiban desa dalam
1 (satu) tahun angga.ran yang tidak akan diperoleh
pembayaranny a kerjlbali oleh desa.

(2) Belanja Desa sebagirimana dimaksud pada ayat. (1)

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan
kewenangan desa-

ow&!rtr$tr1ltMNqUk4P.l@$n@dft!&Ukryfud@

9



lc)

Pasal 13

(1) Klasifikasi Belalja Desa sebagaimana dimaksud dalan
Pasal 8 alat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
a. Penvelenggaraan Pemerintahar Desa;
b. Pelal<sanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaal Kemasyaja.katan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tal< Terduga.

(2) Kelompok Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibagr dalarn kegiatan sesuai dengan kebutuhan
desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

(3) Kegiata-n sebagaimana dima-ksud pada ayat (2) terdiri atas
jenis belanja:
a. Pegawai;
b. Baralg dan Jasa; dan
c. Modal.

Pasal 14

(1) Jenis Belanja Peg,rwai sebagaimana dimaksud dalaur
Pasal 13 ayat 13) hurttl a, dianggarkan untuk pengelua.ran
penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta tunjangar BPD.

(2) Belanja. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggarkan ddam kelompok Penyelenggaraan
Pemerintahar Desa, kegiatan pembayaran penghasilan
tetap dan tunjangan.

(3| Belanja Pegawai sebagaiaala dimaksud pada ayat (2)

pelaksanaannya dibayarkaa Betiap bulan.

Pasal 15

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasa.l 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 [dua belas) bulan.

(2) Belanja baraxg/jasa Bebagaimarra dimaksud pada ayat (1)

antara lain I

a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
c. bahan/material;
d. pemeliharaan;
e. ceta l< / penggandaan;
f. sewa kantor desa;
g. ser,ra perlengkaDan da-ri peralatan kantor;
h. makaran dar minuman rapat;
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i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upal,t ke{a;
l. honorarium narasumber/ahli;
m. operasional Pemerintah Desa;
n. operasiona.l BPD;
o. insentif Rukun Tetangga/Rukun Wargai dan
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok

mas_varakat.
(3) tnsentif Rukun Tetargga/Rukun Warga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang
untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun
Warga dalam ralgka membantu pelaksanaar tugas
pelayanan iremerintahan, perencanaan pembangunan,
ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan
masyarakat desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat subagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p
dilakukan untuk menunjang pel,aksalaan kegiatan.

Pasal 16

(1) Belanja Modai sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 13

ayat (3) huruf c, digunal<ar untuk pengeluaran da.lam
rangka pember.ian/pergadaaa barang atau bangunan yang
nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian/pengadaa-n barang atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

(1) Dalam keadaan da-rurat dan/atau keadaan luar biasa,
Pemerintah Desa dapat melakukar belanja yarg belum
tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa
sebagaimana dirna.ksud pada ayat ( I ) menr.paka!
keadaan lang sifatrya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/ atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimala dimaksud pada ayat (li
yaitu antara lain dikarena-kan bencana ala-rn, sosial,
kemsal<ar sarana dar prasarana.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat i1)
karena Kejadian Luar Biasa/wabah.

(5) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaima:ra
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



(6) Kegiatan dalam Kcadaan darurat da:r Keadaan luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) darr ayat (4)

dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga
Pernblayaan Desa

Pasal 18

(1) Pembia.yaan Desa sebagaimala dimaksud dalam Pasal 8
ayat (l) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun angga.ran
berikutnl,a.

(2) Pembiar"aan Desa scbegaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan Pembiayaan; dal
b. Pengeluarar Pembiayaar.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimalsud pada
ayat (2J huruf a, mencalup:
a. SiLPA Tahun Sebelumnya;
b. Pencairal Dana Cadangal; dan
c. Hasrl Penjualan Kekayaan Deaa yang Dipisahkan,

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
antara iain pelupau.lrl penerimaan pendapatan terhadap
belanja, penghematan belanja, dan sisa darla kegiatart
IaIljutan.

(5) SiIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
a. menutupi deflsit anggaran a.pabila realisasi

pendapatan Iebih kecil dari pada realisasi belarja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
c. mendanai kewajiban trainnya yang sampai dengan

akhir tahun anggaran belum diselesaikan,
(6) Pencairan dana cadangal sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan
pencairan dana cadangan dari Rekening Dana Cadangan
ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaral berkenaal.

(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
sebagaimana tlimal<sr".d pada ayat (3) huruf c digunakan
untuk menganggarkan hasil penjuelan kekayaan desa
yang dipisahkan.
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Pasal 19

(1) Pengeluaran Peuibiayaan sebagaimana dimaksud da-lam
Pasal 18 alat (2) huruf b, terdiri dari:
a. Pembentukan L'ana Cadangal; dan
b. Penyertaar Modai Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan
sebagaimana dima-I<sud pada ayat (1) huruf a untuk
mendanai kegiatar yang penyediaan dananya tidak dapat
seka.ligus/ sepenuhnya dibebankan datam 1 (satu) tahun
anggaran.

(3) Pembentukar Dana Cadalgan sebagaimana dimaksud
pada al'at (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

(4) Peraturan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat:
a. tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang al<an dibiayai dari dana

cadangan;
c. besa-ran dan rincian tahunan dana cadangan yang

harus dianggarlian;
d. sumber dar',a cadangan; dan
e. tahun angga.ran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukar, dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada a-vat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang
penggunaannva telal ditentukar secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan,

(6) Pembentukar dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada a1'at (1) huruf a ditempatkan pada rekening
tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangar tidak melebihi tahun akhir
masa jabatan Kepala Desa.

BAB V
PENGELoLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

(1) Sekretaris Desa menJrusun Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun
berkenaan.

(2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangaa Peraturan
Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dar disepakati
trersama.

d6'aL@uil@bPk@

Pasal 20
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(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat akhir bular Oktober tahun anggaraJr sebelumnya.

(5) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan oleh Kepala
Dese

Pa3al 2l

(l) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
disepakati bersama sebagaimana dimaksud da-lam
Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua
puluh) hari ke4a sejak diterimanya Rancangan Peraturar
Desa tentang APB Desa.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi da-lam
batas waktu sebagaimana dima.ksud pada ayat (2)

Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirin],a.
(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan p€runda-ng-undangar
yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Pesel 22

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati
membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimara dimaksud pada
ayat (ll sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa
tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Pembata.lan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran
terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaar Peraturan
Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutn)'a
Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa
dimaksud.

Paaal 23

(l) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.

}qlM.]q(Mp0*4F!r!e6r@B!&sfr@ibdF
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(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa
sebagaimara dimal.sud pada ayat (l) paling lalala 20 (dua
puluh) hari l-erja se;:k diterimanya Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikar hasil evaluasi dalam
batas u'aktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan

Peraturarl Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengarr
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebil.r tinggi, Kepala Desa melakukan penyempumaan
paling Iama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanr,a hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa sebagaimana drmaksud pada ayat {4) dan Kepa.la
Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa menjadi Peraturajr Desa, Camat
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa
kepada Bupati.

(6) Hasil evaiuasi sebagaimara dimaksud pada ayat (2)

dilaporkan kepada Bupati paLing lama 7 (tujuh) hari keda.

Baglan Kedua
Pelaksanaan

Pasal 24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam ralgka
pelaksanaan l(ewenargan desa dilaksalakan melalui
rekemng kas desa.

(2) Semua penerlmaar C-".n pengeluaran desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bulti yang
Iengkap dan sah.

(3) Khusus bagi desa vang belum memiliki pelayanan
perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.

(1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai
penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan
desa.

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalaE Kas Desa pada
jumlalt tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan
operasional pemerintah desa.

(3) Dalam rangka penatausahaan Kas Bendahara, Kepala
Desa memastikan jumlah uang tunai yang berada di
brankas Bendahara paling banyak Rp. 50.000.OOO,- (lima
puluh ju ta rupiah).

l5'FfuE.rd.lk!.@k&
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(4) Da.larn ha] uang tunai yang ada pada Kas Bendahara lebih
dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Bendahara
membuat Bedta Acala Keadaar Kas yarg ditandatan8ani
oleh Bendahara dan Kepala Desa.

(5) Berita Acara Keadaan t(as sebagaimana dimaksud pada
ayat (4J harus dibuat pada saat kejadian paling lambat
pada jam tutup kantcr

Pasal 26

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa
tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan
Desa renterng APB Desa ditetapkan menjadi peraturan
desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak termasuk untuk belanja pegawai yarg beBifat
mengikat darl ope;asional perkantoran yang ditetapkan
dalam perat uran kepaia desa,

(3) Penggunaar biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat
Rincian Anggarar Biaya yang telah disahkar oleh Kepala
Desa.

Pasal 27

(1) Pelaksana kegiatan mengajukal pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen
antara lain Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana Anggarar Biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa darl disahkan
oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksara kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan
pengeluaran yang rnenyebabkan atas beban angga.ran

belanja kegialan dengan mempergunakan Buku Pembantu
Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pel,aksanaal
kegiatan di desa.

Pasal 28

(1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 27 ayat ll) pelaksana kegiatan
mengajukan Sur;.t Permintaan Pembayaran kepada
Kepala Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud
pada alat (1) tidak boieh dilal<ukan sebelum barang dan
atau jasa diterinia.

{w6r!'*qd'idae@b6
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Pasal 29

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

a. Surat Permintaan Pembayaran;
b. Pernvataan Tanggung Jawab Belanja; dalt
c, Lampirar Bukti Transaksi.

sebagaimana

Pasal 30

(1) Dalam pengajuan P€rmintaan Pembayaran sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban
untuk:
a. meneliti Lelengkapan p€rmintaar pembayaran yaag

diajukan oleh pelaksana kegiatan;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihart atas beban

APBDes yang tercantum dalam permintaan
pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan
dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
pelaksana kegiatan apabita tidak memenuhi
pers,varatan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan Surat Permintaa! Pembayaran yang telah
diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Iiepala Desa menyetujui permintaan pembayaran
dar bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada
ayat (21 selanjutnya bendahara melakukan pencatatan
pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara deso. sebagai wajib pungut Pajak
Penghasilan (PPh) da.Ii pa.jak lainnya, wajib menyetorkan
seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-u ndangan.

PasBl 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlalu.



t8

Pasal 33

(1) Perubahan Peraturar Desa tentang APB Desa dapat
dilakuk;r.r apabila terjadi:
a. keadaan yarg menyebabkan harus dilal<ukan

pergeseran antar jenis belanja;
b. keadaan yarrg menyebabkaa SiLPA tahun sebelumnya

harus digunal<ar dalam tahun bedalan;
c. terjadi penanbahan dar/atau pengurangan dalam

pendapatan desa pada tahun betja.lan; dan/atau
d. terjacli peristirra khusus, seperti bencana a1am, krisis

politik. krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosia.l
yang berkepanjangan;

e. perubahan mendasaI atas kebijakan pemerintah dan
penerintah daerah.

(2) Perutrahan AoB Desrr hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) talun anggaran.

{3) Tata cara pengajuaa perubahan APB Desa adala}r sama
dengan tata c: ra penetapan APB Deaa.

(1) Dalam hal bantuan keuangaa dari Anggarar Pendapatan
dan Belanja Dae:ah Provinsi dar Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ma.lang serta hibah dan
bantuan pihak hetiga yang tidak mengikat ke desa
disalurkan setelah dit?tapkarnya Peraturar Desa tentang
Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengar Peraturan
Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.

(2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberitahukan kepada BPD.

Baglan Ketiga
PenatauaahaaD

Pasal 35

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
(2) Bendahara Desa wajib meLakukan pencatatan setiap

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa u'ajib mempertanggungjawabkar uang
melalui laporin pertai:lggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud
pada al,ar (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala
Desa, p.rlinE laaba: tanggal 10 (sepuiuh) bulan
berikutnva.

Pasal 34
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Pa:-.rl 36

Penatausahaan pelrei.maan dan pengeluaral sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 35 ayat {2}, menggunakan:
a. Buku Kas Umum:
b. Buku lias Pembantu Pajak; dan
c. Buku Bank.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pesal 37

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APB Desa kepada Bupati berupa:
a. Laporan Semester Pertama; dan
b. Laporan Semester Akhir Tahun.

(2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa laporan Realisasi APB Desa.

(3) l,aporan Realisasi Pelaksaraan APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayar (2) disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun be{a]an.

(4) l,aporan Semester Akhir Tahun sebagairnana dima.ksud
pada a_r'at (lj huruf b disampaikart paling lambat pada
akhir buian Januari tahun berikutnya.

BaEian Xellma
Pertanggunglawaban

Pasal 38

(1) Kepala Desa menyarlpaikan laporan Pertanggungiawaban
Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap
akhir tahun anggaran.

(2) t aporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari pendapatan, belanja darr pembiayaal.

(3)l-aporan Peitanggungjawaban Rea.lisasi Pelaksanaan
APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang l,aporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilampiri:
a. li.poran Pertanggungiawabal Realisasi Pelal<saraan

APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun

Anggaran berkenaan; darr
c. Laporan FYogram Pemerintah dan Pemerintah Daerah

yang masuk ke desa.



l0

Pasal 39

laporal Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaaa

APB Desa sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)

merupakan bagian tidak terpisalkar dari laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pasal 40

(1) Laporan Realisasi dar l^aporan Pertanggundawabar
Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimakeud
dalam Pasal 37 dan Pasa.l 38 diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat,

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain papan perlgumuman, radio komunitas dan
media informasi lainnya

Pasirl 41

(1) laporan Realisasj da:r Laporan Pertanggun$awaban
Rea.lisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 disampaikaa kepada Bupati rnelalui

Camat.
(2) t aporan Pertarggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampail<an paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir
tahun an ggaran be"kenaal

Pasz.: 42

Format Rar]cangan Peraturan Desa tentang APB Desa,

Rencana Anggaran Biaya, Buku Pembantu Kas Kegiatan,

Surat Permintaan Pembayaral, Pemyataan Tanggung Jawab
Belanja, Penatausahaan, l,aporan Realisasi Pela]<sanaan

APB Desa pada Semester Pertama dan Semester Akhir Tahun
dan Laporan Pertarggungiawaban Realisasi Pelaksanaan

APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasd 27

ayat (t) dan avat (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37

dan Pasal 38 tercaltum dalam kmpiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

6irF6e.dubryb&
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Pasal 43

(1) Satuar Kerja Parangkat Daerah terkait sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya rvajib membina dan
mengawasi pemberian dan penyalural Dara Desa, Alokasi
Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retiibusi Daerah
kepada Desa.

(2) Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.

BAB III
PEMBII{AAIT DA.!T PETGAWASAIC

BA3 VII
KETEI{TUAI{ PEITUTI'P

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berla-ku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan
pada 2015

Malang
20 /vle I

Diundangkan di Malang
pada tarssal *0 Me I

DAERAH,

ABDUL MALIX

Berita Daerah Kabupaten Malang

H. RENDRA I(RESNA

2015

Tahun 2015 llomor /l se.i I

6'iFdli4&oeEtrbdE



A. PERATI'RAN DESA TENTANG ANGGARAN PEITDAPATAII DAN BELANJA
DESA

XEPALA DESA ........
KABT'PATET{ MALIING

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NoMoR /6 rAHUN 2o1s
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NOMOR TAHI'N.......
TENTAI{G

ANGGARA.IT PEITDITPATAN DAN BTL,IINJA DESA
TAHUN AI{GGARAN ......

Menimbang

DENGAN RAHMAT TIJHA YANG MAHA ESA

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasa.l ..... Peraturar Bupati
Ma.lang Nomor... Tahun ...... tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa Peraturan Desa tentang Angga.ran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
dibahas dal disepakati bersama Badan Permusyawaratal
Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran ......;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negam yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l-mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1.

FOR.MAT RANCAI{CA.IT PERATURA"IT DESA TEIITA.ITG AIIGGAR,/T]I
PEITDAPATAIT DAN BEIJII{JA DESA, REI{CAITA AI{GGARAIT BIAYA, BI'I'U
XAS PE BAITTUAIT I(EGIATAX DAX SI'RAT PERUII{TAAIT PEUBAYARAX
SERTA PER.ITTATAAII TAIIGGUI| Ct TAWAB BELAIIJA, PETATAUSAIIAAII,

LAPORAI{ RTALISASI PELAI(SANAAIT APBDESA AEIIFSTER, SERTA
L,IIPORA.IT PERTAI{GGUNCtIAWABAIT REALISASI PELIU(SAITAAN

AI{GGARAI{ PETTDAPATAI{ DAN BELA.ITJA DF^SA

PERATT'RAI{ DESA

I(TPALI\ DF^SA

Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentalg Desa
(I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indoaesia
Nomor 5.195);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l-embaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaral
Negara Republik Indunesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kair, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahar laera}l (irmbaran Negara Republik l:rdonesia
Talun 2015 Nomor 58, Tambaha! I€mbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambalan I-embaran Nega-ra

RepubLik lndon"sia Noror 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Taiun 2014 tentang Dana

Desa I'ang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
BeLanja Negara (Lembuan Negara Republik lndonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lemba.ran Negaja.

Republik lndonesia Nomor 5558], sebagaimara telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peratura! di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturar.r Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang PemiLthan Kepala Desa (Berita Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Peng(,olaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik lndonesia TahuD 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O94);

10. Peratural Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingga.l,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedomar
Tata Tenib d^n Melanisme Pengambilan Keputusan
Musyau'arah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20 l5 Nomor 159);

-2-



-3

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentarg
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahuo 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaral Badan
Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 161);

13. Peraturar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
darl Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentsng Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita
Negara Repub|k Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);

14. Peraturan Bupati Malarg Nomor ..... Tahun ........ tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Malang'lahun 2Ol 5 Nomor ........,.);

15. Dst.........

MEMUT"ISKANI

Menetapkan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talun Anggaran
sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

PERATI'RAN DESA TENTANG ANGGARAN ?ENDAPATAN
DAN BELANJA DDSA TAIIUN ANGGARAN ......

Rp.
Rp...............

Rp. ..............
Rp. ..............
Rp...............

Rp. ...
Rp....

dengan rincian

Rp................

Rp

a. Bidalg Penyelenggaraan Pemerintah Desa
b. Bidarg Pembangunan
c. Bidalg Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaarr
Selisih Pembiayaan (a - b)

Uraiar lebih Lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Dengan Kesepakatan Bersqma
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................

dun
KEPALA DE,SA .........

Rp. .. .. ..

Rp.

Pasal 2
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Paeal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan
Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundargkar.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannva dalam I-embaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPA.LA DESA

Diundangkar di
pada ta-nggal

SEKRETARIS DESA,......,

LEMBARAN DESA......... TAHUN ..... NOMOR

D*/kffi$@kHufuk4fu.@grt,db,E@ld.i6@b@



LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR ...,.... TAHUN
T.ENTANG

AIJ(JCARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .,.

AI{GGARA}T PENDAPATAN DAI BELAITJA DESA
PEMERINTAII DESA ....................

TAHUN ANGGARAN ,......

2

KODE
RlxlMllc

l(&rtEANcAlt

1 3 4

1 PENDAPATAN
1 1 Pend,apatan Asli Desa
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong

Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatar Asli Desa yang

Sah

Penddpdtart
Dara Desa

1 2
1 2 1

I 2 2 Bagian da-ri Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Malang

1 2 3 Alokasi Darta Desa
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1

1 2 4 2 Bantuar Kabupaten Malang

Pend.apatan L@in lain
Hibah dan Sumbangan dan Pihak
Ketisa vajrs Tidak Mensikat

I 3
1 3 t

I 3 2 Lain-lain Pendaparan Desa ;'ang Sah

JI'MLAH PENDAPATA

2 BELANJA
2 1 Eli.darq PenA elengg aroon Penerintohen

Desa
2 I 1 Penghasilan Tetap dan Tunialgan
2 1 1 1 Belanja Pegawar:

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa

- Tunjangan Kepala Desa daJt Perangkat
Desa

- Tunjargan BPD

2 I 2 Operasional Perkan toral
2 1 2 2 Belania Barang dan Jasa

- Alat T\rlis Kantor
- Benda Pos
- Pakaian Dinas dan .4ribut
- Pakaian Dinas

Bantuan Provinsi

I
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- Alat dan Bahan Keb(..'sihan
- Perialanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik dan Telepon
- Honor
- dst..
Belania Modal2 I 2 3

I Kompqtel
- Meja darr Kursi
- Mesin KetikL

I

- dst

BPD
Be a Baran dan Jasa
- ATK

aal'l

2 1 3
2 1 3 2

- Konsumsi Rapat
- dst .... ...
Operasional RT/ RW2 1 4

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK
- Penggardaan
- Konsumsi Rapat
- dst

Bidang Pela1<sarraan Pembarigu nan
Desa

2 2

2 2 1 Perbaikan Saluran lrigasi
2 1 2 Jasa

- Honor
- dst.......
Belanja Modal
- Semen

2 2 1 3

- Material
- dst.....

Pengaspalan Jalan Desa2 2
2 2 2 2 Belania Bararg dan Jasa

- Upah Keqa

- dst...
Belanja Modal
- Aspal
- Pasir

2 2 2 3

2 2 3 Kegiatan

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2 3 1

2 3 I 2

Kegiatan Pembinaan KetentEman dan
Ketertiban

dan Jasa

Belania Ba-rang dan
- Upah Keria

- Honor

- dst ...............

Belania Baran



- Honor Pelauh
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan
- dst. .. ... .... . . . . . .

Kegiatan..2 3 2

2 + Bidang Pembeldavaan Masyarakat
2 4 I Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan

Perangkat Desa
Belania Barang dan Jasa.2 4 1 2
- Honor Peiatih
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan
- dst..

2 4 2 Kegiatan-.......

2 5 Bid.anq To,k 'ferduqa
2 ) 1 Kegiatan Keiadian Luar Biasa

Belania Barang dan Jasa2 5 1 2
- Honor Tim
- Konsumsi

- dst

2 5 2 Kegiatan

JUMLAH BELANJA

SIIRPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

Pencairan Dana Cadangan

3 I
3 I 1

3 1 2
3 t 3 Hasil Kekayaan Desa yans Dipisahkan

JUMLAH (Rp.)

Pertgeluaran Pembiay aan
Pembentukan Dana Cadangan

3 2
3 2 1

3 2 2 Modal Desa

7

JUMLAH

e-rrFd,.i.d...b+t&

- Obat-obatar

Penennaon!9!!Egqqn
SiLPA



B. FORMAT REITCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA .....,..,...,,.......... KECAMATAN ...,,.,,..,............,,.,.,....,
TAHUN ANGGARAN .,.,..

1. Bidarg
2. Kegiatan
3. Wal-tu Pelaksaraan

Rincian Pendalaan

URAIA]{ voLut[ENO TIAROA SATUAJT
(RD.l

JUULAII
lRpJ

1 2 3 5

JUN,ILAH I,&.) -
tanggal

-8-

Disetujui/ men gesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Cd,a, Pen/Iislo,t :

1 . Biilotg diisi d.engan kod.e rekefting berdasoJk@ft klasifikdsi kelafipok belaa.jo desa.
2. Kegiaran dtisi den4aa kode rekenhg sesuai dengon urutdn kegiqlan dalorl

APBDesd-
3. Kolam 1 diisi dengan nonor un/t
4. Kotom 2 dii-si d.engdtl urdiafl ben)pd nrlcian kebutuhoft dalam kegiataL
5. Kolom 3 diisi dengart volutne dapdt betupa juitldh ordng/ baratlg.
6. Kolon 4 dii.si dengar". harga so,tuatu ldrq fi.erupo*an besarafl utuluk tuembaAar

orang/ bararg
7, Kolotu 5 diisi denOdn jumlah perkali.atu antara kolom 3 dengan kolom 4.



9

. Elidang

BI'I(U PEMBAIST'I' XAS I(EGIATAII
DES4.................... X.ECA.MATAN.....

TAIII'IT ANGGARAN ......
I
,2

Pindahan .Jumlah ddi
halaJne *belumnya

Total Penaelura
Total Pengeludan + Saldo I(As

Desa..........,.........
.... , Tanggal. ........ .

Pelaksana Kegiatan

Total Pen.rl,-rlaajl

2.
3.

6.

a,
9_

10.
11.
12.

Bi<ians <1tisi be n1 ls.lrkon Nl.s'/ilzsi t€/ompoll.
Kegiotan.liisi sesrai dealta loig ditetop*an dalom APBDesa.
fol@ I diisi .ldgot aomq utut.
Kolffi 2 diisi dagon tarygdt t'a^sdksi
Koln 3 .ltisi.talgdn waian tr@tsdksi.
Kotom 4 dnsi deng@ juinoh tupioh grng di@tima bd,nohm.
K.toh 5 diii dag@ juidah tupiai Wng ditqimo d@i rusryr*oL
KoJon 6 dnsi dagB @M Dqrclr ,'ansatsl
Kotom 7 dnsi dagnn jdis pagctuatun bdMja b@ang dan jdsa.
Kolom a diii ctaga jdis pqsduo@ belsjo tu.ddl
Kolom 9 diisi deng@ jutldh rupioh yong itikembaliban hepoda bqddhtq
Kolotu 10 diisi dagan jtmlah sodo kas dalam tupidlL

(RpJ

I , lo

C. FORMAT BUKT' PEMBANTU KAS XEGIATAII

5 ?
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D. FORMAT SI'RAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

1. Bidang :

2. Kegiatan :

3. waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan:

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
DESA ........,...,,.......... NECAMATAT{

TAIIUI{ ANGGARAN,,.....

NO,
(RE-)

A.D. YO LALU
lRE.)

!ERTII{TIAX
AEEAR.ANG

(RP.)

JUX! ll
SAIPAI artAt

ur
lRD.l

SISA DA'fA
{EP.l

I 6

JUMI-AH

Setujui untuk dibal arkan
Kepala Desa

TeLah dibayar lunas
Bendalara

Petvnhtk PanoLld "
1. Bklarg diisi dengdn kode rekening berdasdrkdn klasifka.si kelotrvok belanjo. desd-
2. Kegidon diisi derLgdn kode rekening sesuai dengarl utttdn kegi4tai d.alotu

APBDesd,
3. Kolom 1 dengan nomor urut
4. Kolom 2 ditsi dengdn rincian penggunaa dana sesuai rencano kegiataft.
5. Kolbm 3 diisi dengan inaan p@gv dana sesi.ldi dengan reflcana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rinciaft junlah anggaraft ldttg tela]1 dibagar sebehtrutya-
7. Kolom 5 diisi dengdn iftc1an lang difiLtntakdnututuk dibagal
8. KoLotu 6 dii.si d.engan jumlah pemtntaa darla safilpdi saat ifli.
9. Kolom 7 disi deflg(m sisd atLggaranL.

Telah dil8](uken verilikasi
Sekreta-ris Desa

aL,ffifu.&...ryL.c

I

tanggal ......................

Pel,aksana Kegiatan
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E. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
DESA I{ECAMATAN

TAHUN ANGGARAN ....,..

Bidang

NO. PENERIMA URAIAN
JUMLA}I

lRD.l
1 2 3 4

JUMLAH

Buki-bukti pengelua.an atau belanja tersebut diatas s€bagai terlampir, unhr.k
kelengkapan administrasi dan penlerik]lsaan sesuai p€raturan perundang-
urdango-n.
Demikian surat p€myataan ini dibuat dengan sebenarnya.

-...., tgl .

Pela-ksara Kegiatan

k a oavoltla!|;
1. Bidang dii.si dengan koae reketitq berd.asarlcan kiasjllcosi kelonwk bela\ja dcsa.
2. Kegiatan diisi dengan kode reke ng se-.,^t i dengan urutaft kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dergan nonor uru1

4. Kolon 2 diisi d.engat peltennta pembdAoran yang ad.a di bubi belanja
5. Kolom 3 diisi dengan urai)n keperhnn betenjo
6- kolam4 diisi denga jumlah belanja
7. bari-s junlah diisi junJah keselurdlan

1

2 tanKegia
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1. Lsporatr Reallrsst pelaksaDaan Aaggara! Petdapataa da! BelaDja De3a
(SeDester Pertqaal

LAPORAN REAIISASI PELAITSAI{AAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAIJA DESA

SEMESTER PERTAMA (I)
PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAI ........

JUMLA}I
ANGGARAN

lRp.l

JUMLAH
RIALIAAAI

lRD,l

LEBIH/
KURANG

lRp.)

XET

I 3 5 6
t PENDAPATAN

Pendapatan Asli DcsuI 1

l 1 I Hasil Usaha
Swadaya, Partisipasl dan
Goton
Lain-lain Pendaoatan Asli
Desa

l 1
,2

1 I 3

l 2
I 2 I Dana Desa
I 2 2 Bagian da-ri Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah Kabuparen
Malang

t 2 3 Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan __
Bantuan Provinsi

1 2
I 2 4 1

I 2 4 2 Bantuan l(abuparen Malang

Peryhpata't Lah lai.L
Hibah dsn Sumbangan dari
Pihak Ketiga yang Tidak
Mencikat

I 3
i 3 I

I 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa
Sa}l

JUMLAH PENDAI'A]'AN

BELA}IJA
Etlang Peng ele t 4tg aruan
Peneintahon Desa
Penghasilan Tetrp drn
Tu
Be

- Peoghasila,o Tetap Kcpa.la
Dcs,a dan Per.rnlrkat Desa

2 I

2 L I

2 1 1 1

TunjanSan Kcpala Desa
dan Pelangkat Desa

- Tunjangan BPD

Perkantoran
Bar.rn

2 1 2
'2 L ) 2

URAIAN

2

- Alat Tulis Kantor
- Benda Pos
- Pakaian Dinas drn Atribut

- Alat dau1 Baiarr
Kebersihan

.@lnrr-j*\htE5.i6.tIbe

G. r{'RMAT LA}OR,AN REAIISASI PELAI(SANAAIT AIT(X}ARAI{ PEI{DAPATAI{ DA.I{
BELANJA DEAA

XODE
REXlI{II{G
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Dinas
- Pemeliharaan
- Air Listrik d:rn le
- Honor
- dst.......

Belanja Modal2 I ,2 3
- Komputer
- Meia dan l:ursl
- Mesin Ketik
- dst--....

2 I 3
2 I 3 2 Belsnja Barang dar) Jasa

. ATK
- Pengqandaan
- Konsumsi Rapat
- dst.

Operasiona.l RT./llW1

2 I 2
. ATK
- Pengqadaan
- Komsumsi Rapai

ds!

2

2 2 I

- dst.....

2 1 2

2 2 1 3 BelalljqModal
- Semcn
- Material
- dst

2 2 2 PengasDalan Jalan Desa
2 2 2 2 Belania Ba-ranA dan Jasa

- Upah Keria
- Honor
- dst.......

2 2 2 3 Belanja Modal
- Aspal
- Pasir
- dst...

2 ,2 3 Kegiat€n

Bidang Pembinaan
Kemasvaral(atan

2

2 3 I tcAiatan Pembinaan
Ketent!€man dan Kcteft iban

2 3 I 2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Peiatih
- Konsumsi
- Baian Pelatihan
- dst

2 3 2 Kegiatan.

2 Bidsng Pemberrl.r\aa,r
M

qd6grlrifuh.d.iliryh&

eiaang eeiaf.san aa" 

-
Pembangunan Desa_
Perbaikan Salu.an lrrgasi
Belania Barang d1n iaq_
- UDah Keia
- Honor

3

I



Kegiatan PeLatihan Kepala'2 4 I

2 I )
- Honor pelatih
- Konsumsi
- Bahan pelatihan

- dst......

2 4 j Kegiatall

2 5 Bid.ele Tak'l erduqct
) 1 Kegiatan Kejadian LuoJ

Biasa
2 5 1 Belania Barang dan Jasa

- Honor tim
'Konsumsi
- Obat-obatan
- dst.......... . . . .

Kegr4t?4-2 5 2

JUMI,AH BEI-AN.'A

SURPLUS /DDFISI'I'

3 PEMBIAYAAN
3 Penenno/an Pembiauaan
3 1 SiLPA
3 1 2 Pencalmn Dana Cndangan
3 L 3 Hasil Kekayaan D.sa ]'rmg

DipisqlEan
JUMLAH (Rp.)

3 2 Pen<teluamt Pentiagoan
3 2 I Pembcntukan Dana

Cadangan
3 2 2 Penvertorn Modal Desa

JUMLAH (Rp.)

Desa dan Peran t

(

B€lania Barang dan Jasa

DISETUJIJI OLEI{
KEPAIA DESA

TTD
.... )



2. Laporaa Redl.asl P€laksauaaD A..ggara[ Pcndapatan dan Bolsqrs Dess
(gGE€.tet Al.hlt Ta.hunl

- Benda Pos
- Pakaian Dinas dan Atrib'.rt
_ Pakaian Dinas

. t8 -

LA?ORAI RE.TIISAS | ?ELAXSAICAAI
AITGGARAI PENDA}ATAJI DAN BELIINJA DESA

SEMESTER AXHIR TAIIUU
PEIUERINTAII DESA..............

TAHUI{ ANGGARAI{ .......

KODE
RENtlnl{

G

.,UMLAH
ANGGA^RAN

IRPJ

JUULAII
R.EALTSAS

I
lRpJ

LEBIIII
KT'RAIG

(RpJ
KET

I
PINDAHAN SALDO
ISEMESTOR PERIAIUA ]

3 5 6

1 PENDAPATAN
I I Pendapatan Asli Desa

Hasil Usala1 I I
1 I 2 Swadaya" Partisipasi darl

Gotonq Rolong
1 I 3 Lainlain Pendapatsi Asii

Desa yang sah

Pendapatan Tratlsflr1 2
L

,)
1

1 2 '2 BaAian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten
Malang
Alokasi Dana Desa1 2 3

I 2 4 Bantuan K€uangan
1 2 4 1 Bantuon Provinsi
I 2 2 Bantuan Kabu

LaiL leil 3
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari

Pihak Ketiga yane 'lidak
Mengikat
Lain-lein Pendapalan Desa
yanc Sah

1 3 2

JUMLAH PDNDAPAI'AN

2 BELANJA
Eld.ang Pengele ngge ruan
Peneintalnn Desa

2 I

1 I Penghasilan Tetap dan

Penghasilan Tetap Kepa-Ia
Desa dan Perungkat Desa

,2 I 1 1

Tunjangar Kepala Desa
dan Perangkat Desa

2 L 2 Perkantoran
BeIan dan Jasa
- Alat Tulis Kanrot

2 1

URAIAN

- Alat dan
Kebercihan

Dinas

Balan

nrrsaflhe&.lifu{xbe

- Tunjengan BPD
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- PernelihaJaan
irsr...

- Honor
- dst

Belanja Modal2 I 2 3

'Komputer
- Meta dan Kursi
- Mesin Ketik
- dst,..,....

Operasional Bl'D2 I 3
2 1 3 2 Belania Baranq dan Jasa

. ATK

- Konsumsi Rapar
- dst..

2 1 I Operasional RT/ R\\;
2 I 4 2 Belarja Barang dan Jasa

- ATK
- Penggadaan
- Konsumsi Rapat
- dst ...

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

2 2

2 1 Perbaikan Salur:r,1 lriga si
2 2 I 2 Belania Llarang dar .J.rs;r

- UDah Keria
- Honor
- dst.....

2 2 I 3 Belania Modal
- Semen
- Material
- dst

2 2 PengasDa-lan Jalan Desa
2 2 2 2 Belania Barang dan Jasa

- Upah Keria
- Honor
- dst.

2 2 2 3 Belanja Modal
- Aspal
- Pasir
- dst

2 2 3

2 3 Bidang Pembinaarl
Klr
Ke8iatan Pembinaaul
Ketentreman dan Kutt'rtiban

a dan Jasil

2 3 1

2 3 1 2
- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan
- dst...

2 3 2

2 4

') I

Bidang PemberdaYaan

Ke8iatan Pelatihau iiepala
Desa dan Pe

i'Mnt!@hP.t-{@hc

- Pengqandaan

Kegiatan..................,.. _
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2 4 I 2 Belania BaJang dan Jasa
- Honor pelatih
- Konsumsi
- Bahan pelatih.tn
- dst

,2 4 2 Kegiatan

2 Bida^g Tak Terduqa
2 5 1 Kcgiatan Kejadian Luar

Biasa
Belan2 1 2
- Honor Tim
- Konsumst
- Obat-obatar
- d st.... ... ... . .. .

taJl,

JUMLAH BEI-A).J \

2 S 2

SURP'US DEFIS]1'

3 PEMBIAYAAN
3 l Peneimaatl Pe t t 1 bi ttt a a,r
3 I 1 SiLPA
3 I 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaal Desa vaig

Dipis6}Ikan
JUMI-{H {Rp.l

Penqeluaran Pe I)itIIIaan3 2
3 2 i Pembentukan Dana

Cadargan
Penvertaan Modal lJesa3 2 2
JUMLAH iRp.l

DISETU.'UI OI.EH
KEPAIA DESA

TTD
( )

nhl.lthFtMl@ikfu



E. UIPONAIT PERTAITGGUITGIAWABAN RTAJ,ISASI PELIIKSAITAAIT AITGGARAI{
PENDAPATAI{ DAIT BELAI|JA DESA

XEPALA DESA ..,.....
I(ABI'PATEII IIIAL,AITG

-21 -

PERATURAN DESA
NOMOR TArI[rN.......

DE GAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

KTPALA DESA

a. balwa sesuai denga-n ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupatr
Malang Nomor ... Tahun ...... tentang Pengelolaan Keuargan
Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang
laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran ...... ;

b. bahwa Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelal<sanaan Anggaral Anggararl Pendapatan dar
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawa.ratan
Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang l,aporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Anggaian Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran......;

1. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sa95);

TENTAI{G
LAPORAIT PERTANGGUITCIi'AWABAIiI REALISASI PELIII(SAITAAIT

AIIGGARA!{ PEITDAPATAN DAI{ BELANJA DESA
TAHI'IT AITGGARAIT .........

Menimbang

Mengingat



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Unda.ng-Undang
Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahar Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lenrbaran I'regara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 201,+ Nomor 123, Tambalan Lemba-ran Nega-ra

Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggarar Pendapata! dan Belanja
Negara (l,embaran Negara Republik indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tarnbaharr l embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694)i

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentarg Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Nega-ra

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O91);
7. Peraturan Menteri Da.lan Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentarg Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia TaIu.r 2014 '{umor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik lndonr.;ia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaeGh TertinggaL,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dar Mekarisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomo. 159);

11. Peraturan l\4enteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentalg
Pendampingan Desa (ilerita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

'ly'Irfu$trsd(trrfu



12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunal Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Ta}un 2015
Nomor 161);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertjnggal,
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 {Berita Negam
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);

14. Peraturan Bupati Malang Nomor ..... Tahun ........ tentang
Pengelolaa! Kerrangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Malang Talun 2015 Nomor ..........);

15. Dst.........

Dengan Kesepakatan Borrama
BADAII PERMUSYAWARATAN DESA .,.....,...........

dan
XEPALA DESA .........

IYIEMUTUSXANI

Menetapkan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan daI} Belanja Desa Tahun Anggaran
sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
2. Bela-nja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. ...,......
b. Bidang Pembanguna! Rp. ..........
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. ......,..,
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. .........,
e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Deea
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaar
Selisih Pembiayaan (a - b)

PTRATURAN DESA TENTANC LAPORA}i
PERTANGGUNGJAII/ABAN REALISASI PELAXSANAAX
AI{GGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHI'N ANGGARAN ......

dengan rincial

Rp

Rp..........,..,.
Rp...............

Rp

Paral 2

Uraian lebih larjut mengenai hasil pelaksaraal Anggara! Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercanturn dalarn Lampiran
yang terdiri dari:
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talun Anggaian

Laporan Kekayaan ^lilik Desa sampai dengan 31 Desember
20.........,

2. Lampirar II

-23-

Rp.

Rp. ..............
Rp. ..............



3. l,ampiran III l,aporar Prograr,r Sektc.al darr Prograin Daerah yang Masuk
ke Desa.

Paial 3
L"ampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaa.

Agar setiap orarg dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannl'a dala.m trmbaral Desa .................--...

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPATA DESA

Diundangkan di ..........
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA,......,

LEMBARAN DESA......... TAHUN ...,. NCMOR.

@qrFfuF{b|fury{bd



LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR .-, ... TAHUN ..::.':... '.
TENTANC
L}.PORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .....-.,.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REAIISASI PELAKSANAAI{ ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERI!{TAII DESA

TAHUN ANGGARA.I{ ......

KODE
REI(E!{ING

AIGGARAN
(RP'l

REALIAA6I
(Rp.l

LEBIH/
KT'RANG

lRp.l
1 4 ,5 6

1 PENDAPATAN I

1 1 Pendapatan Asli Desa
1 1 I Hasil Usaha
I l 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong

Royong
I 1 3 l,aiD-lain Pendapatan Asli Desa

yang Sah

I 2 PenAapatai TrarNs[er
1 2 1 Dana Desa
l 2 2 Bagian da-ri Hasil PaJak dar'l

Retribusi Daera} Kabupat('r
Malang

l 2 3 Alokasi Dana Desa
Bantuan Kcuangan1 2 4

1 4 1 Bantuan Provinsi
I 2 2 Bantuan Kabupaten i,l4e!e

Pendapatan Lain laii1 3
I 3 I Hibah dan Sumbargar dari

Pihal Ketiga yang Tidak
Mengikat
Lain-lain Pendaparan Desa y6n8
Sah tI 3 2

JUMLAH PENDAPAI'AN

BEt-CN.JA
Bidang PetU elengg nra a n
Peneinlaha Delta

2
2 I

2 I 1 PenShasilan Tetap dau

al:

- Penghasilar Tetap Kepala Desa
dan Perangkat tlesa

' Tunjsngan Kepala Desa dan
Perengkat Dcsa

2 1 l l

- Tunjangan BPD

Operasional Perkar r (rrarl
Belanja BaJang dan Jasa

2 1 2
2 I 2 2

- Alat Tulis Kantor

URAIAN KET

2

- Benda Pos
- Pakaian Dinas .larr r\1dbut

3

- Pakaian Dinas
qrrFbbFrlekryb6

I
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- Alat dsn Balan Kcl)crsihrul
- Perialenan Dinas
- Pemeliharaan
-fur Listrik
- Honor
- dst.

Belanja Modal2 I 2 3
- Komputer
- Meja dan Kursi

- dst.

Operasional BPD
Belania Barang dan Jasa

2 l 3 I

2 I 3 ,2

- ATK
- Pengqandaan -- 4oqqqmsi Rapar
- dst

2 I Operasional RT/Rw
Belanja Barang dan Jasa2 1 4 2
- ATK

2 2 Bidang Pelal{sanaarl
Pembangunan Dcsir

2 2 I PerbaikaJr Sa-Iu.an Iligasi
2 I 2 Belanja Barang dan Jasa

- Upah Keda
Honor
dst.

2 2 1 3 B€lanja Modal
- Semen
- Material
- dst.....

2 ,2 2 Pengaspalan Jalan I)csa
2 2 2 2 Belanja Baiang dan Jasa

- Upal Kerja
- Honor
- dst

2 2 ,2 3 qqlqlrjq Modal
- Aspal
- Pasir

2 2 3 Kegiatan

2 3 Bidang Pembinaarl
Kemasvaralatan

2 3 I Kegiat€n Pembinaan
Ketentraman dan Keteft iban

2 3 I 2 Belanja Ba-rang dan Jasa
- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Baian Pel,atihan
- dst........

2 3 2 Kegiata,

Bidang Pemberda\.aan
Masyaral<at

2 4

- Mesin Ketik

- Komsumsi Rapat
- dst........................

- Penccadaan +

I

- dst..-



1!
E
\

2 4 1 Kegiatan Pel,atihan Kepala Desa
dan Perangkat

2 1 2 Belania BaJang dan Jasa
- Honor Peiadh
- Konsumsi
- Baian Pelatihao

- dst....

Kegiatan2 4 2

2 5 Elidana Tak Teftluqa
2 5 l Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2 5 L 2 Belanja BaJang dan Jasa

- HoDor Tim
- Konsumsi
- obat-obaran
- dst..............

tan.

JUMI,AII BT'LAN.J.\

2 2

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN
3 Peleinnan Pefibiau(em
3 I I SiLPA
3 I 2 Pencsiran Dana Cadangan
3 I 3 Hasil Kekayaan Desa Yang

Dipisstrkan
JUMLAH (Rp.)

3 2 Penqeluo.ron Petnbiauaar,
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

Pen!ertaan N{ri(:i. - ,-:,.
JUMTAH (Rp.l

3 2 2

- Pembiayaan Netto
(PENERIMAAN PEMBIAYAAN _
PENGELUARAN PEMBIAYAAN )

- SiLPA tahun beialan (SELISIH
ANTARA PEMBL{YAAN NETTO
DENGAN HASIL
SURPLUS/DEFISIT]

T.urggal .............

XDPAIA DESA

TTD

)I



-28-

I, ASET DESA

A. ASE"T LANCAR
l. Kas Desa

a. Uang IGs di Bendahara Desa
b. Rekening Kas Desa

2. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah
b. Piutang slewa Gedung
c. dst......

3. Pers€diaan
a. t(ertas Segel
b. Materai
c. dst......

JUMLAH ASET I,ANCAR

B. ASET TIDAK LANCAR
l. lnvestasi Perrnanen

- Penyertaan Moda.i Pemerinrah Desa
2. As€t Tetap

a. Tanah
b, Peralatan dan Mesin
c, Cedung dan Bangunan
d. Jalan, JarinBan d€n Insralasi
e. dst.......

3. D6ia CadaJrge-rl
- DarE Cadangan

4. Asct Tidak lancar l,ainnj'a

JUMI.AH KEKAYAAN I]ERSIH I-II

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR . ...r... TAHUN... i..;...
TENTANG
LAPORAN PERTANCGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
F'I-NDAPA?AN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .........

Tangga-1

KEPALA DESA ......

TTD

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENG;IV 31 DESEMBER 2O,......

TAIIUIT II
(Tahun Perlode

Pelaporen)

TAIIUI I!I.1
(Tshug

scbelueaF)

JUMI,AH ASRT TIDAK T,ANCAR

II. KEWA"JIBAN JANGI(A PENDEK
JUMLAH KEWA.IIBAN JANGKA PENl)IJK

oWy&!ryd$moqeru*?Ptl.@5'.'t16!4fu91&.b4ih&

UR.AIAN

(....... .....)

JUMLAH ASET fA + a/
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Pe lela.s(rn Tdbelt
1. Aset d,esa od.alah barang milik desa Vang berasd.l d.dri kekayaqn asli deso, dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaraft Pen-ddpatdn d.an Beldnjd Desa. dtau perclehfiL l@k
laituwa gang sa,L

2. Uong kas adalah uang milik Pemeintah Desd, baik Aang d.isin:.,o/, di Benl.alura Deso
nvupun di rekening kas d.esa.

3. Piutang Desa adabh tagihan uang desd kepdd"a- pih.ok ydng menqelold kekdUdat desa,
artdra lajn betupo taaal4 gedung V@ftg dilarapkan okdn diluftasi d.dlam uakh.L paling
I@ma 1 (satu)talun anggdrat sejak ditetdpka nAa kerjd.sama tersebltt.

4. Persediaan ddalah sudtu kekayaan befi)pd ba.rang milik peneiftt@h desa gang dinilai
dengart u@tg bak berupa uaftg keftas mqulrun surat bertargd dalam peiode nnrfial,
antord lain keftas segel, moterai, deposita, giro.

5. Aset Desa tidak loftcar neliryn peniJertaan ntodai petueitxtdh desa ddtu dset tetap milik
desa dntara ldin ta.nah. perdlatan dan mesiq gedung dan balgunaft, jalaL, jqringan
dan instalasi.

6. Dan@ cad.arlgan adoloh dantL Adng disisikan untuk tuenanpurlg kebututtall udng
fiEfierlukan ddid. ldrLg relafif bessr yaftg tidak dapat dipenuhi dalam sdtu tdlaltu
arlggafan.

7. KelDdjibarL adalah utang Aang timbul karefta adanAd pinjdmdn oleh Pemeirdall
8. Kekayodn bersih @dal@h selisth antara aset dafl keuajiban pemeiatah desq

Catatan :

Terkait deDgan argka 7, bahra dalara APRDesa khususnya pada peEbiayaan tidak
dibuka p€luang urtuk pinjaman.



LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR ........ TAHUN ..., -. ....
TENTANG
[".\PORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .........

H. RENDRA XRESNA

L,IIPIORAI{ PROCRA.U SEKTORAL DAIT PROGRA.U DAERAII
YAI{G UASUI( I(E DESA

T.nggel
Desa
Nacalrata!
Kabupatea

No.
J€d,.

Xegtetaa
Lokast

X€gtata!
Surrber
Dalrr

JllmlahRttlctar
Kcgtata! Satuar

Sub Total Jerds lcgiatan {1) Rp.

Sub Total Jenis Kegiatan (2) IiD.

sub Total Jenis Kegiatan (3) Rp.

Sub ]'otal (4) Rp.

Total (1 s/d 4) Rp.

Tanggal

I(epala Desa .....

TTD

qrF!.kPs'&idl@ibd
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